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4.Unda■ lg―零ndang  Nonlor  32   Tahun   2004   tentang
Pelnerintallan Daerah (Lclnbara■ Negara Republik lndonesia
Tahun 2004 Nolnor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4437)sebagairnana telah diubah
beberapa kali tertthir dengan Undang― U■dang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang― Undarlg
Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintal・ lan Daerah
(I£mbaran Negara Republik lndonesia Tahtln 2008 Nomor 59,
Tambtthatl Lembaratt Negara Republik lndonetta Nomor
4844);

5.Undang― Undang Nomor 12 Tahun 201l tentang Perllbentukan
Peraturan Penindang― undangan (Lettbaran Negara Repul_llik
lndonesia Tahtln 201l Norrlor 82, Tarnballan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5234);

6.Peraturan 3ae讐曇 Kttbupaten Kutai KaFtanegara No聾 or 15
Tahtln 201l temtang Usaha perikanan di Kabupaten Kutai
Kartanegara(hmbaran Daerah Kabupaten Ktltai Kartanegara
Tahun 2004 Nornor 125).
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BUPATI  TENTANGMenetapkan:PERATURAN
PERIKANAN.

KERJASAMA  USAHA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal l

Dttal■l Peraluran i3upati ini yang dirttakstid deFlgan i

l.Daerah adalah Kabupaten Ktttai Kartanegara,

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
scbagai tlnsur penyelenggara Petterintthan 3aerah.

3.Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.

4.Dinas Kelautan dan Perikanan adalal■  Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabuttaten Xutai Xaltanegara、

5.Usaha perikaltan rnikro adalah usaha produktif dibidang
perikanan rl■ ilik orang perorangan dan/atau badan usaha
pel‐orangan yang 3T.emenuhi kriteria usaha perikanan mikro
sebagairnana diatur dalam perattlran ini`

ウ
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6.Usaha pelikanan kecil adttlah usaha ekononli produktif
dibidang perikanan yang berdiri sendiri,yang dilakukan oleh
orang perorangan atau badan usaha yang bukan merllpakan
anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang
dilniliki, dilぐ uasai, atau ttettadi bagian baik langsuttg
lnauptln tidak langstlng dari usaha perikanan lmenengah atau
usaha perikanan besar yang mernenuhi kFiteria usaha
perikanan kecil sebagairnana dirnaksud dala童l peraturan ini.

7.Usaha perikanan l■enengah adaltth usaha ekononli pl'oduktif
dibidang perikanan yang berdiri sendiri,yang dilaktlkan oleh
orang perorangan atau badan usaha yang bukan l■ erupakan
anak perusahaan atau cabang pertlsahaan yang dirrliliki,
dikuasai,atau inelljadi l_lattan baik langsung mau‐ pun tidak
la」llgsung  dengan  usaha  perikanan  kecil  atau  usaha
perikanan besar delflgan junllah kekayaan bersih atau hasil
pettLlalan tahllnan sebagairllana diatur dalanl peraturan ini.

8.Usalla perikallan besar adalah usaha ekono■li produktif

dibidang perikanan yang dilakukan oleh badan usaha dengan
jllnllah kekttaan bersih atau hasil pettualan tah■ lnan lebih
besar da五 ■lsaha perikanan menengah,yang lmeliputi usaha
naslonal nlilik negara amu s、 Lrastaテ  usaha patllngan, dan
usaha asing yang lrnelaktukaFl kegiatan ekononli dilndonesia,

9.Kelautan dan perikanan adalah  sernua kegiatan yang
berhllbungan dengan pengelolaan clan pemanfaatal■  sumber
dava lkan dan sumber daya laut.

Ю・歌It濫撃鳳a謙懲attr脱野響 yttl朧
dari batras O-4(ettpati lnil laut dari ga盤 s pantai pada saat
surut   terendah   ke   arah   iaut   lepas   perairan
kepulauan/perairan pedalamarl.

11,Ikan adalah semua jenis organisme yang seluruh atau
sebagian dari siklus hidtlpnya berada dalam lingkllngan
peralran.

12.Perikanan adalah serrlua kegiatan yang bcrhubungan dengan
pengelolaan flan peman∫&atan sunlber daya lkan darL
lingktlngannJa Fnulai dari praproduksi,produksi,pengelolaan
sampai dengan pernasaran yang dilaksanakan dalam suatu
sistelrl bisnis perikanan.

13、 Uttha  perikanan  adalah  kegattn  yang  dilaksanakan
meliputi praprocluksi,produksi, pengolallan,dan pernasaran
sernua usaha perorangan atau  badan  hukum  untuk
Fnenangkap atau lnembudidavakan ikan, tennasuk kegiatan
menyimpan,   mendinttnkan   ata襲 _t■lenga、vetkan,
rnendistrib■ lsikan ikan untuk ttttlan komersial.

14.Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan
usaha kesiatan perikanan yang dilakukan olehゝ rarga negara

Republik lndonesia dan/atau badan hukum lndonesia,



15.Kerp_it■鑢 n adalah ketta saina dalanl keterkaitan usaha
dibidang perikanan, baik langstlng maupun tidak lal■ gsung,
atas  dasar  prinsip  saling  rnemerlukan,  rnempercttai,
merF■perkuat,  TIlenguntungkan,  dan  membina,  yang
mel壼batkan peru$ahaan perikanan′ usaha pettkanan.

16.Praproduksi  adalah  bentuk  k‐ ettaSarna  dalarrl  rangka
mendukung persiapan a、もral kegiatan llsaha produksi baik

pada   kesiatan   penangkapan   ttaupun   kegiatan
pembudidayaan ikan.

17.Penangk―apan lkan adalah kegiatan untuk rllemperoleh ikan di
perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan, dengan
alat attu cara apapun,te■ ■■lasuk kegiata■ yang inenggutnakan
kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan,
rnendil■ginkan,    menangani,    mengolah,    dan/atau
menga■vetkannya.

18.Pembudidttaan  lkan  adalah  usaha  kegiatan  untuk
memelihara, melllbesarkall, dan/atau membiakkan ikan,
serta rrlemanen hasilnya dalanl lingkungan yang terkOntrol
terlnasuk kegiatan yang rnenggunakan kapal untuk rllemtlat,
mengょ 71g■ut,  :艶 enyilnpa食 ,  mettdinginkan,  menangani,
IIlengolah,dan/atau ll■ enga、vetkalanva.

19.Pengolahan adalah rangkaian kegiatan dan/atau periakuan
dari bahan baku ikan sampal lme勢 〔xti produk akhir ulltuk
rFlenJadi konsurlllsi mantlsia.

20.Pernasaran   adalah   kegiatan   rnempro■ losikan   serta
mendistribusikan hasil perikanan ke pasar nasional dan
pattr inteFnasional.

21.Pembinaan  adalah  upaya  pembinaan  berupa  arahan,
masukan dan petul■Juk terkait usaha dibidang perikanan
yang  dilakukan  oleh  Dinas  Kelautan  dan  Perikanall
Kabupaten Kutai Karianegara.

22.Pengendalian adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan
oleh Perrlerintah yang diberi ke、 renangan untuk melakukan
veAfikasi terhadap kesesuaian antara l_tenerapan sistem mutu
oleh pelaku llsaha dengan peraturan/ketentuan dalam
rangka  memberi janlinan  mutu  dan  keamanan  hasil
perikanan.

23,Pengallrasan adalttL suatll kegiatan dan/atau perlakuan yang
dapat lllettaga segala usaha pengelolaan sumber dava
perikanan agar bettalan Sesuai dengan ketentuan peraturan
pcrundang― undangan yang berlaku.

24,Sentrtt adalah sllatu kawasal■  atau lokasi tettentu dllnana
terdapat sttunllah tlSaha mikro, usaha kecil, dan usaha
rne■engah yang破輸enggunakan bahan baku atatl sarana yang
sama, Illenghasilkan produk/yang sarrla atau sgenis, serta
盤elniliki prospek$ebagai pusat pengembangan usaha nlikro,
tlsaha kecil,dan usaha lllllenengah.



25.Klaster adilah kek)1建
l‐
10k atau gugus ttsaha yang saling

berkaitan dan potensial tettadi Sinergi diantara inereka dalarFl
proses  saling  bela」 ar,   pemanfaatan  ねsilitas,  akses

pengerl■ bangan dan pernanねatan surllber daya(informasi,
tek■ologiソ bahatt baktl,鐘 odali datt pasa尋 ,

26.Kelompok adalah kuFnpulan yang dibentuk olch usaha rnikro,
usaha kecil, dan usaha menengah atas dasar kebutuhan
bersttrna dan berada dalan■ satu hamparal■ atau donlisili yang

rnemptlnyai strukttlr organisasi.

27.Komisi Penga、vas Persaingan Usaha disingkat KPPU adalah
kornisi yang dibentuk tlntuk lnellga、vasi pelaku usaha dalaln
mettalankatt kettatan uSahanya agar tidak ttlelakttkan
praktek rnonopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
sebagaimana di atur dalam Undang… undang Nomor 5 Tahun
1999 tentang Larangan Praktek 卜lonopoli dan Persaingan
Usaha tidak sehat.

28.Ⅳlonopoli adalah peng■lasaan atas produksi dan atau
pemasaran barang dan atau atas penggunaan Jasa tertetttu
oleh satu pelaku usaha atatl satu l患 31ompok pelaku usaha、

29,Praktek lnonopoli adalah perntlsatan kekuatan ekonorni olch
satu  atau  lebih  pelakll  usaha  yang  mengakibatkan
dikuasainya produksi dal■ atau pemasaran atas baral■g dan
atau jasa ttrtentu sehingga menirnbulkan persail■ gan usaha
tidak sel■ at dan clapat rrlerugikan kepentingan urlllum.

_RAtt i[

ASAS,TU」UAN DAN RUANG LINGKUP

Pasa1 2

KettaSama usaha perikanan dilakukan berclasarkan asas
rrlanfaat,  keactilan,  kenlitraan,  keterpacltlan,  keterbukaan,

eisiensi dan kelestarian surnber daya alam.

Pasa1 3

Kettasama tlsaha perikanan berttttuan untuk meningkatkan
efisiensi dan saling inenguntungkan,

Pa襲■14

(1)Kettasama perusahaan dengan kegiatan usaha perikanan
meliputi:

a.k―ettasama pra prttduksi;

b.kettasama prOduksi;

c.kettasarna pengolahan;dan

d.lζettasatta pemattf独



(4)

(51

(2)Kettasama pra produksi sebagaiFnana yang dil■laksud pada
ayat(1)huruF a inerupakan bentuk kettasarna dalan■ rangka
mendukung persiapan a、 、ral kegiatan tlsaha produksi baik

pada   k―egiatan   penangkapan
peml_■udidttaan ika■ .

maupun kegiatan

(3)KettaSarna produksi sebagairlllana yang dirnaksud pada ttat
(1)huruf b lnerupakan bentuk kettaSarrla dalam kegiatan
usaha   perikanan   dibidang    penangkapan    dan
pelnbudidavaa■ ikan.

Kettasarna pengolahan sebagttIItana dilnaksud pada ayat(1)
huruf c merupakan bentuk kettattama dalam keglatan
pengolahan hasil perlal■ gkapan dan pembudidayaan ikan,
mulai dari pengangkutan,penyilnpanan,dan pengolahan.

KettaSama pemasaran sebagairnana dilnaksud lDada ttat(1)
huruF d mertlpakan benttlk kettasama pada kegiatan
distribusi  dan  penlasaran  hasil  perikanan  dibidang
penangkapan,pembtldidayaall dan pengolahan ikan.

BAB III

KRITERIA USAHA PERIKANAN

Pasa1 5

(1)KFiteftt usaha perikanan lnitto sebagai berikutt

a.rrlemiliki    kekttaan    bersih    paling    banyak
Rp. 50.000.000,00 (lirna puluh jtlta rupiah) tidak
旋〕rinasuk tanah dan bangunan telnpat usahal atau

b.menllllki  hasil  pettLlalan  tahunan  paling  banyak
Rp.300.000.000,00(tiga ratusjuta rupiah).

(2)Krite重 a usal■ a perikanan kecil sebagai berikuti

a.rrlerniliki kekavaan bersih lebih    dari
Rp.50.000.000,00 (lilma puluh juta rtlpiah)Sampai
dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (111■ a rattls
juta rupiah)tidak terntasuk tanah dan bangunan tempat

usaha;ata■l

b.rnenliliki  hasil  pettualan  tahunan  lebih  dari
Rp.300.000.000,00 1tiga ratus jtlta rupiah)sampai
dengan palillg ballyak Rp.2.500.000.000,00(dua nliサ ar

lillna ratus juta rupiah).

(3)KriteFia uSaha pettkanan lnenengah ttebagai be菫 kuti

a.rlllen■ iliki kekttaan bersih iebih dari Rp.500,000.000,00

(lirna ratus juta rupiah)sampat dengan paling banyak
Rp.10,000.000.000,00 (Sepuluh tt■ilyar rupiah)tidak
terrnastlk tarlah dal■ bang曖 1■an tempat■lsaha;atau

6



b.menliliki  hasil  petttlalan  tal■ unan  lebih  dari
Rp.2.500.000.000,00(dua llnilyar lima ratus juta rupiah)
sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000,000,00
(li・

na puluh重建1lyar rupiah).

(4)Kriteria sebagailnalna dirnaksud pada ttat(1), avat(2)dan
avat (3)nilai nOrninalnya dapat dirubah sesuai dengan
perkel強 bangan peFekOnOlllian yans diatur t―lengan Peraturan
Presldelrl.

BAB IV
KEⅣIITRAAN

Bagian Kesatu
Pola Kemitraan

Paragraf l

Umum

Pasa1 6

Kernitraan antara usaha perikanan mikro,usaha perikanan
kecil dan usaha perikanan menengah dengan usaha
pe麗kanan besar dilaksanakan  dengan  memperhatikan
prinsip kenlitraan dan inel■」unJung etika bisnis yang sehat,

Prinsip kenlitraan sebagail理ana dirp_aksud pada ayat (1)
meliputi:

a.saling rnembutuhkan;

b. saling rl■empeFCavai;

c,saling Fllerrlperktlati dan

d.saling inenguntungkan.

(3)Dalatt rl.eiaksanakan kerllitraan, para pihak IIlempunyai
kedudukan htlkuII■  yang setara dan terhadap mereka
berlaku hukum lndonesia.

Kemitraan anttra usaha perikattan nlikro,usaha perikanan
kecil atau usaha perikanan lnenengah dengan usaha
perikanan besar dilaksanakan dengan disertai bantuan dan
perkuatan oleh usaha perikanan besar.

Pengernbangan usaha FnikrO, usaha kecil dan usaha
menengah  dilaksanakan  melalui  pendek‐ atan,  sebagai
bcriktuti

a.koperasi;

b.sentra;

c.klaster;dan

d.kelompoitr.

(2)

(4)

(5)



Patt1 7

Kernitraan mencakup proses alih keterampilan bidang
praproduksi,  produksi  dan  pengolahan,  pemasaran,
pe壼■odalan, stlttber dava mattusia dan telinologi sesuai
dengan pola kenlitraan,

Pola kernitraan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1)
meliputil

a.inti― plasma;

b.sub kontrak;

c.■7aralaba:

d.perdagangan tlmunl;

e,distribusi dan keagenan;

i bagi hasili

g.ketta sama Operasional;

h.usaha patunganむοj几:υθんれι7●
;

i.penyumberluaran(ο 税
=Sο

arcj7り ;dan
j.bentuk kenlitl・aan lainnya.

Paragraf 2
1nti―Plasma

Pasa1 8

Dalanl pola kerllitraan inti―plasma ditetapkall sebagai berikuti

a.usaha perikanan besar berkedudllkan sebagai inti, usaha
perikanan  ttlikro,  tlsaha  perikanan  kVecil,  dan  tlsaha
perikanan rnenengah berkedudukan sebagai plasmal atau

b.usaha perikanan mcnengah berkedudukan sebagai inti,
usaha  perikanan  ttlikro  dan  tlsaha  penkattan  kecil
berkedudukan sebagai plasina.

Paragraf 3

Sub Kolltrak

Pasa1 9

Dalattl pokl kenlitraan subkontrak ditetapkan scbagai beri■ uti

a.usaha perikanan besar berkedtldukan sebagai kontraktor,
tlsaha perikanan ■likro, tlsaha perikanan kecil, dan usaha
perikanan menengah berkectudukan sebagai sub kontraktor;
ata■ l

b.usaha  perikanan  menengah  berkedudukan   sebagai
kontraktor, usaha perikanan IIlikro dan usaha perikanan
睦 cil berkedudukan sebagai sub kontrtttor.

(2)
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ParagFaf 4
Waralaba

Pasa1 10

Dalanl poia kelr_itraa_F11潔 aralaba ditetapkan sebagai beriktlti

a.usaha perikanan besar berkedudukan  sebagai pemberi
、varalaba,llsaha perikanall inikro,usaha perikanan kecil,dan
usaha ttrikanan menengah berkedudukan sebagai penerilna
■、Faralabal atau

b.usaha perikal■ an menengah berkeduduk/an sebagai pembeFi
uraralaba,usaha perikanan lnikrO dan usaha perikanan lk7ecil
berkedudukan sebagai peneriina■varalaba.

Pasa1 1 1

Usaha perikana■  bettr yang ttemperittas usahanva dengan
cara 、varalaba memberikan kesernpatan dan mendahulukan
usaha pe五 kanan IIlikro, usal■ a perikanan kecil, dan usaha
perikanan lnenengah yang lllenliliki kemarrlpuan.

Pasa1 1 2

(1)USaha perikanan nlikro,usaha perikanan kecil, dan usaha
perikanan menengah yang akan mengernbanglk‐ an usaha
dengan IItel■ erapkan sistem bisnis l■elalui pemasaran
barang dan/atau jasa yang telah terbLlkti berhasil dan dapat
dirnanfaatkan dan/atau dipergunakan oleh pihak lain,dapat
melakukan  kemitraan  dengan  pola  、varalaba  sebagai
pembcri、「aralaba.

(2)Keterltuan  rnengenai  、varalaba  diatur  sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang―tlndangan.

Pぱagraf 5
Pcrdagangal■ Urnum

Pasa1 13

(1)Dalalu pola kel.nitraan I_■erdagangan ulrlunl ditetapkan
sebagai berikut:

a.usaha perikanan besar berkedudukan sebagai penerilna
barang, u saha perikanan ■1lkro, usaha perikanan kecil,
dan usaha perikanan menengah berkedudukan sebagai
pemasok barang;atau

b.usaha  perikanan  lnenengah  berkedudukan  sebagai
penel・ ima bara■■g, usaha pe量 kanan n■ :kro dan usaha
perikanan kecil berkedudukan sebagai pellnasok barang.

9



(2)USttha pe量 kattan ttlikro,usaha perikanan kecil,dall usaha
perikanan l鮭 enengah sebagai pemasok barang rllemproduksi
barang atatljasa bagi rnitra dagangnya.

Pasal 14

Kernitraan usaha dengan pola perdagangan urnum, dapat
dilakukan dalarn bentuk ketta Sama pemasaran,pel■ yediaan

lokasi ttsalla,attu l■ enerilna pasokan dari usaha perikanan
Hlikro,  usaha perikanan kecil,  dan usaha perikanan
menengah oleh usaha perikanan besar yang dilakukan
secara terbuka.

Pemenuha■  kebuttthan barang dan faSa yang dipellukaFl
oleh  llsaha  perikanan  besar  atau  usaha  perikal■ an

lnenengah dilakukan dengan mengutamakan pengadaan
hasil produksi usaha perikanan kecil atau tlsaha perikanan
璽lil(ro selDal■ jang ttemcnuhi stal■ dar mutu barang dan jasa
yang diperlukan.

Pcngaturan sistem pernbttraran dalam bentuk ketta sama
kenlitraa■ i_3e通agangan um崚 重l sebagailttana clilnaksud pada

ayat(1)dilakukal■ derlgan tidak lrlerugikan salah satu pihak.

Paragraf 6

Distribusi dan Keagenan

Pasal 15

Dalanl pola ke菫 1ltraan dist墨 busi dal■ keagenan ditetapkan
sebagai be麗kuti

a.usaha perikanan besar lnelnberikan hak khusus lnernasarkan
barang dan JaSa kepada usaha perikanal■  ■likro, usaha
perikal■ an kecil,dan usaha perikanan lnenengah;atau

b.usaha  perikanan  rnenengah  memberikan  hak  khusus
memasarkan barang dan jasa kepada usaha perikanan lmikro
dan usaha perikanan ttcil.

Paragraf 7

Bagi Hasil

Pasa1 16

Dalarll pola kenlitraan bagi hasil ditetapkan sebagai berikut:

a.usaha pe五 kanan rrlikro, tisaha perikanan kecil, 通an tLSaha
perikanan melnengah berkedudukan sebagai pelaksana yang
mettalankan usaha yang dibiavai atau dirniliki oleh usaha
perikanan besar;atau

b.usaha  pcrilttan  ■likro  dalll  usa_l■ a  pe五 lt‐anarl  kecil

berkedudukan seし agai pelaksana yang mettalankaI■  usaha
yang dibittai atau dimiliki olch usaha perikanan rnenengah.

10
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(2)

１

■
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Pasa1 17

A/1asing―rnasing pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil
memberikan kontribtlsi sesuai dengan kemarnpuan dan
sumber dava yang diFniliki setta disepakati kedua belah
pihak yang berl■ itra.

Besarnya pembagian keuntungan yang diterirlla atau
l【erligian yang ditanggung lFlasin3-1■ attng pthak yang
bec、itra dengan pola bagi hasil berdasarkan pada pettainJian
yang disepakati.

9aragraF 8

Ketta Sama operasional

Pasal 18

Dalattl pola kettlitl・ aan kctta sama Operasional ditetapkall
sebagai berikuti

a.antara usaha perikanan l■likro, usaha perikanan kecil, dan
l■saha perikanan rnel■ engah dengall usa1/1a perikanan besar
rl■ el■」alankal■ usaha yang sifatnya sementara sarnpai dengan
pekettaan selesai;atau

b.antara usaha perikanan rnikro dan usaha perikanan kecil
dengan usaha perikanan l■ et■ el■3ah l■ enj〔懇all■kan usaha yang
si金、tnya sementara sampai dengan pekettaan selesai.

Paragraf 9

Usaha Patllngai■

Pasa1 19

1_Isaha pe重 kanan ttlikro,usaha pe亘 kanan kecil,atau uttaha
perikanan mene■ gah lokal dalarn melaksanakan kegiatall
usahanya dapat melakukan kell■ itraan usaha dengan usaha
pe五kanan besar asing rnelalui pola usaha patungan υoj屁

`ぴθ■壺ι声→  dengan  cal'a  mettalankan  aktif_itts  ekononti
bersama dengan rnendirlkan perusahaan baru.

Usaha perikanan ■likro dan usaha perikanan keci1 lokal
dalan■ 雲■elttksanakan l(egiatan usahanya dapat inelak■ lkall

kerlnitraal■ usal■a dellgan Llsaha perikanan rllenengah asing
melalui pola usaha patungan υOJ几

` 
υθnれι′じ)dengan cara

rlllettalankan aktifitas ekollorni bersama dengalll mendirikan
pealsahaan baru.

Pendirlan perusahaan bartl sebagallnana dilnaksud pada
aVat(1)dan ayat(2)dilakSanakan sestlai dengan ketentuan
pertturan perundang― undangan.

(3)



Pa鑢120

Dalarn ltettalankan aktil~itas ekonorni bersama para pihak
berbagi  secara  proporsional  dalanl  perllilikan  saharlll,
keuntungan,risik◎ ,dan lnanttemen perusallaan.

Paragraf 1 0

Penyurl■ berluaran

Pasa1 2 1

Usaha perikanan■likro,usaha pe五 kanan kecil,atau usaha
perikanan  llllenengah  dapat  berrnitra  dengan  usaha
perikanan besar dengan ke■ litraan pola pen_L‐ ■lttbeduaran,
unttlk inengettakal■ pekettaan atau bagian pekettaan di luar
pekettaan utama usaha perikanan besar.

Usaha perikanan ttlikro atau usaha perikanan kecii dapat
bernlitra dengan  usaha perikanan menengah  dengan
kernitraan pola penyurnberluaran, untuk rnengettakan
pekettaan atau baξ an pekettaan di ltlar pekettaan utama
usaha peril鍛塗an ttmenengah.

KemitFaal■  pola penッ tlrnberluarall dtalankan pada bidang
dan jenis usaha yang bukan merupakan pekettaan pOkOk
dan/atau llukan k◇聾ponen pokok.

Dalanl pola kernitraan penyurnberitlaran:

a.usaha perikanan besar berkedudukan sebagai penlilik
pekettaan, uSaha perikanan l■ ikro, llsaha perikanan
kecil, dan usaha perikanan rnenengah berkedudukan
sebagai penyedia dan pelaksana」 asa pekettaan;atatl

b.usaha  penkanan  lllenengah  berkedud■lkan  sebagal
penlilik pekettaan, usaha penkaltan rnikro dan usaha
perikanan kecil berkedudukan sebagai penyedia dan
pelaksanajasa pekettaan.

Pelaksanaan pola Kenlitraan penyumberluaran sebagailnana
dirnakstld  pada  ttat (1) Sarnpai  dengan  ayat (4)
dilaksanakan   sesuai  dengan  ketentuan  perattlran
perundang― undangan,

Paragraf l l

Kemitraan Lain

Pasa1 22

(1)Selain ke31itraan sebagailnana dirnakstld dalan■ Pasa1 9
saIIlpai dengan Pasa1 23, antar tlsaha perikanan tnikro,
usaha perikanan kecil, dan ttsaha perikanan menengah
dapat Fnelakukan kemitraan lain.

(2)

(3)

(4)

15)
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(2)Keinitraan  sebagai_rllana  dirnaks■ ld  pada  ttat  (1)
dilaksanakan  sesuai  dengan  ketenttlan  sebagairl■ ana

dirnaksud dalam Pasa1 6 響 at(1)Salnpai dengan ttat(3)
serta Pasa1 7響 at(3).

PaFagraf 1 2

Pettanjian

Pasa1 23

(1)Setiap benttlk kettlitraan Fang dilakukan oleh tlsaha
perikanan lYlikro, tlsaha perikanan k‐ ecil,  dan usaha
perikanan  rllenengah  dituangkan  dalarn  pettal■ 」ian

kenlitraan.

(2)Pettattlian kettlitraatt sebaga1711ana diinaksud pada ttat(1)
dibuat secara tertulis dalanl bahasa lndonesia.

(3)Dalam hal salah satu pihak rnertlpakan orang atau Ъadan
hukum asing,pettattjian kettlitraarl sebagairnana diFnaksud
pada ttat(1)diЪ ttat dalam もahasa lndonesia dan bahasa
asing.

(4)Petta黒]iatt ke■litta3_n sel_lagailnalla dilnaksud pada ttat(2)

mernuat paling sedikit:

a.kegiatan tlsaha;

b.hak dan kevvaliban rnasing― lTlasing pihakl

c.bentuk pellgerllbangan;

d.jangka、vaktu;dan

e,penyelesalan perselisihan,

Bagian Kedua
Peran Dinas Kblautan dan Perikanan dalarl■ Kemitraan

Pa衰124

(1)Dinas Kelautan dan Perikanan rnempunyai peran sebagai
berikuti

a.usaha peFikanal‐ l besaF untuk membalngul■  kenlitraan

dengan usaha perikanan ■likro, usaha perikanan kecil,

dan usaha perikanan inenengah;atau

b,ttsaha perikanan inenengah untuk l■ ernbangun kenlitraan
dengan usaha perikanan n■ ikro dan tlsaha perikana検
kecil.

(2)Ul■tuk― 盤elaksanakal■  peran sebagaiFttana diinaksud pada
ayat (1),   Dinas Kelautan dan Perikanan merrlptlnyai
keヽValiban antara laini

13



(1)

(2)

a.菫envediakan data clan inねmasi pelaku usaha peI｀ ikanan

童likro, usaha perikanan kecil, dan usaha perikanan
II■enengah yang siap berttlitra;

b.mengembarlgkan proyek percontohan kelllitraan;

c.memfasilitasi dukungan kebjakani dan

d.mclakukan  koordinasi  penyusunan  kebJakan  dan
progratt  pelaksanaani  pemanね uan,  evaluasi  serta
pengendalian uttllrl■ terhadap pelaksanaan kcnlitraan.

Bagian tttiga
Penga、vasan Kelllitraan

Pasa1 25

KPPU  melaktlkan  lDe■ gawasan  pelaksanaan  kettlitraan
sebagailnana dilnaksud dalarn pasa1 6等 at(1)dan ttat(2)
scsuai dengan ketentllan peratllran perundangundangan.

Dala盤 菫elakukan pengawasan sebagailnana dilnaksud pada
aVat(1), KPPU berkoordinasi dellgan tlinas Kelautan dan
Perlkanan`

Kξtentuan ttengenai tata cara penga、 vasan sebagailnana
dilllaksud pada ttat(1)diatur dengan Peraturan KPPU.

BAB V
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Bentuk Perizinan

Pasa1 26

Usaha perikanan nlikro, usaha perikanan kccil, dan usaha
perikanan  lnenengah  dalanl melakllkan  usahanya harus
merniliki bukti legalitas usaha sebagailnana diatttr dalam
peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Ked■ la

Tata Cara Perlnohonan lzin Usaha

Pasa1 27

Usaha lperikanan ■■ikro, ■lsaha perikana■  kecil dan usaha
perikanan menengah mengttukan perlnohonan izin usaha
secara  tertulis  dalarli  bahasa  lndonesia  kepada  BP2T
sebagailnana diattlr dalan〕  peraturan perundang― undarlgan
yang berttk理 .

(3)
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Bagian Ketiga
Informasilzin Usaha

Pasa1 28

Pttabat pe難爆鉗i iZin tlsaha 雨巧ib menyattpaikan inねrmasi

kepada usaha perikanan l■likro, usaha peFikanan kecil, dan

usaha perikanan menengah sebagai pelnohon izin usaha
FIlengenai antara lain:

a,persvaratan yang harus dipenuhi oleh pemohol■ ;

b.tata cara rnenga」 ukan perl■ohol■an izin usaha;dan

c.besarnya pungutan bitta dan/atau bitta adrninistrasi,

Pasa1 29

(1)Pttabat peⅡlbe五 izin usaha wttib rnerniliki basis data dengan

rllenggunakan sistem inbrmasi manttelnen yang disttikan
secara luanual dan/atau elektronik.

(2)Data dari setiap perizinan yang disediakan oleh pgabat
ヽヽralib diSalllpaikan kepada satuan ketta pada SCtiap
tingkata_n peme五 ntahan yang teFkait Settap bulan.

Pasa1 30

P苺麦bat Sむbag基盤ana dittaksud dtthm Pasa1 31勢 Fat(1)wttib

rllenyediakan dan IIlenvebarkan inforFnasi yang berkaitan
dengan jenis pel等 anan dan persvaratan teknis, rnekanisme,
pcnelllsuran posisi dokumeIIt pada setiap tahapan proses,biava
dan■、raktu pe墨 zinan,serta tata cara F_lengaduan,yang dilakukan
secara」 elaS rllelalui berbagai media yattg mudah diakses dan
diketahtli oleh usaha perikanan rllikro,usaha perikanan kecil,
dan usaha perikanan inenengah.

Baがan Keempat
Pembinaan dan Penga、 vasan

Pasa1 31

Pettbinaan dan penga、vattn tettladap usaha perikanan nlikroゥ

usaha perikanan kecil, dan usaha perikanan menengah yang
telah memperoleh izin usaha dilakukan oleh paabat secara
teratur dan berltresinambungan sesuai dengan kc、 venangannya,

Pasa1 32

Dalarn rangka pel‐nbinaan dan pengattvasan sebagairnana
dilnaksud dalaIII Pasa1 33,pemegang lzin Usaha、 valib:

a.melttalankan■ sahan3/‐a sesual dengan i_7tin usaha;

b.mematuhi ketentuan yang tercantun■ dalam izin usaha;

15
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(2)

c.me■yusun pettibukuan ttgiatan usahal dan

d.melakukan kegiatan usaha dalarn jangka 、vaktu tertentu

setelah izin usaha diterbitkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang― undangan,

Pasa1 33

Dalan■  rangka pettbittaan dan peltga、vasalll sebagallnana

dirnaksud dalarn Pasa1 33,pemegarlg izin tlsaha berhak antara
lain:

a.rnemperoleh kepastian dalam rrle:町 alankan usahanyal dan

b.mendapatkan pelttanan/pemberdavaan dari Pemeril■ tah dan
Pemerintah Daerah.

Pasa1 34

lzin tlsaha yang telah diberikan dapat dicabut oleh p● abat,

apabila pemegang izin usaha tidak Fnentaati ke、 vaiiban

sebagaiinatta diFnaksudこ alatt Pasai 34 dal■ sesuai dengan
ketentuan peraturan pertlndallg― undangan lainnya.

Pelaksanaan pencabut劉 ■ izin usaha harus dilaktllkan
det■gan tahapal■ ttbagai beAkuti

a.peringatan/teguran tertulis;

b,dalarn hal peringatan/teguran tertulis tidak diindahkan,
dilattutkan de■ ga■ pettbekuan izin usaha settentara;
dan

c.apabila  pernbekuan  serrlentara  tidak  diindahkan,
dilattutkan dengan pencabutan tzin ttsaha.

BAB VI
KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PEMBERDAYAAN USAHA

PERIKANAN MIKRO,KECIL,DAN卜 IENENGAH

Bagian Kesatu
lttngkup Koordinast

Pasa1 35

Koo通inasi dan pengendalian perp_berdayaan usaha perikanan
rnikro, tlsal■a perikanarl kecll,dall usaha perikanan menengah
dilaksanakan   secara   sistematis,   sinkron,   terpadu,
bcrkelattutan,  dan  dapat  dipertangguntta、 vabkan  untuk
ineuF■ttudkan usaha pe壷 kanan ntitts, t■Saha perikanan kecil,
dan usaha perikanan rrlenengah yang tanggull dan IIlal■ diri.

16
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Pasa1 36

Koordinasi dan pengendalian pemberdayaal■  usaha perik‐anan
壼li旨o,usaha perikanan kecil,dan usaha perilt‐ anan menengah
meliputi  penyusunan  clan  pengintegrasian,  pelaksanaan,
perllantauan dan evaluasi terhadap:

a,peratural■   perundang―undangan  dan  kebもakan  yang
ditetapkan oleh Petr_erintah dan Pemerintah Daerah dalam
rangka lmenurnbuhkan iklirll usaha yang dapat inernberikan
kepastian dan keadilan berusaha dalam aspek pendanaan,
sarana dan prasarana,inforIInasi tlsaha,Kelnitraan,perizinan
usaha,  kesempatan  berusaha,  prontr_Isi  dagang,  dan
d■lktlngan kelembagaani

b.prograrn  pengembangan  usaha  yang  diselenggarakan
pemerintth dan pemerintah daerah, dunia usaha, dan
霊aSyaFakat  dalarn  bidang  produksi  dan  pen301ahan,
pernasaran,sumber daya rnanllsia,desain clan teknologi;

c,prograrn  pengembangan  di
pettattina塾;dan

bidang pembiayaan dan

d.penyelenggaraan kelnitraan usaha.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Koordinasi ctan Pengendalian Pernberdavaan

Usaha Perikanarl Ⅳlikro,Kecil,dan IⅥ enengah

Pasa1 37

Dinas Kelautan dan Perikanan dalarn pernberdayaan usaha
perikanan rnikro,usaha perikanan kecil,dan usaha perikanan
menengah ittempu罰ヴai tugas lneliputi:

a.rnenvusun,    menyiapkan,    Inenetapkan,    dan/atau
melaksanakan kebiiakan urnuttl di daerah kabupaten telltang
penumb■lhan   iklim   usalta,   pengemballgan   tlsaha,
peFltbiavaan dan pettalninan,serta ke■ litraan;

b.melnaduserasikan  perencanaan  daerah,  sebagai  dasar
penyusunan kebtakan tian strategi pemberdayaan yang
dttabarkan dalanl progranl daerah kabupaten;

c.mertllntlskan  kebiiakan  penanganal■   dan  pen_velesaian
masalall yang tiinbul dalaIIl penyelenggaraan pelnberdayaan
di daerah kabupateni

d.rnemadusttasikan penytlstlnan dan pelaksanaan peraturan
perundang― undangan di daerah kabupaten dengan undang¨
undang;

e.menyelenggarakan kebttakan dan progranl pengettbangan
tlsaha, pernbiεりraan dan pettanlinan, serta kenlitraan pada

daerah kabLlpaten;
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f. mengoordil■ asik‐an pengettbangan kelembagaan dan slllnber
dtta inanusia usaha perikallan llllikro,usaha perikanan kecil,
dan usaha perikanan inenengah di daerah kabupaten;

g,rnelakuktall pemantauan pelaksanaan prograni antara laini

l.peligel■ lbangan tlsaha bagi usaha perikanal■ nlikro,usaha
perikanan kecil, dan ■lsaha perikanan lnenellgah yang
diselenggarakan pemerintah kabupaten,dunia usaha dan
masvarakat dalattl bidang produksi dan pengolahan,
pernasaran,sllIIlberdtta inanusia,desain dan teknologil

2,pengernbangan di bidang pembittaan danpettarninan
bagi usaha perikanan rnikro, usaha perik‐anall kecil,dan

tlsaha perikanan l建 enengah;dan

3,pengerl■ bangan kenlitraan usaha.

h.melakukan evaltlasi pelaksanaan prograFn antara laini

l,p領電e理職強gan usaha bagi usalla peFikanan nlikro′ usaha
perikanan kecil, dal■  usaha perikanan menengah yang
diselenggarakan pemerintah kabupaten,dunia usaha dan
masyarakat dalalln bidang produksi dan perlgolahan,
pemattran,sttmberdaya r_lanusia,desain dan tek■ ologi;

2,pengellnbangan di bidang pembittaan dan pen」 anlirlal■

bagt usaha perikanan rrlikro, usaha pcrikanan l(ecil,dan
usaha perikanan inenengahi

3. pengembangan kelTlitraan usaha.

1.rylenginforlnasikan dan men_3/ampaikan secara berkala hasil
pemberdayaan usaha perikanan ■likro, tlsaha perikanan
lkecil, dan usaha perikanarl rnenengah kepada Menteri dall
Gubernur.

BAB VII
LttRANGAN

Pasa1 38

Dalatu pelaksanaan ken■ itraan sebagaiFnana dirllakrsud dalam

Pasa1 7 ayat(2)ditetapkan sebagai berikut:

a.usaha perikanan n■ ikro, usaha perikanan kecil, usaha
periktanan menengah aねtl lisaha perikanan besar dalam
rnelakukan poia kenlitraan dilarang]mcmutuskan ilubungan
hukunl secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang―■lndangan:

b.usaha  pet‐ikanan  bcsar  dilaral■ g  menliliki  dal■ /atau
menguasai usaha perikanan nlikro, usaha perikanan kecil,
dan/atau usaha perikanan rnenengah initra usahanyal dan

c. usaha pe五 kanan rrlenengah dilarang melniliki dan/atau
rnenguasai  usaha  lDcrikanan  ■likro  dan/atau  usaha
perikanan kecillnitra usahanva.

18



BAB VII
PENUTUP

Pasa1 39

Peraturan 1311pati ltti mtllai beriaku pacla tanggal diuttdangkan.

Agar   setiap   orang   mengetahuinya,   mernerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalanl Berita Daerah Kabllpaten Kutai Kttltanegara

Ditettpkan di Tenggarong
pada tangga1 28 Janua盤 2014

BttAEI XttAIttARTANttGARA

Diundangican di Tenggarong
pada tttngga1 29」anua奎 2014

SEXRETARIS DAERAH

BERITA DAERAIII KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2014 NOMOR 4

NIP.1965030219940310
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